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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 102/KPT.W11-U/SK.RA1.3/11/2026

TENTANG

PENETAPAN REVISI KE-2

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

: a. bahwa menindaklanjuti perubahan Renstra Mahkamah Agung RI

tahun 2025 - 2029 sesuali dengan SK KMA  Nomor
167 /KMA/SK.RA1.3/1X /2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah
Agung RI Tahun 2025-2029. serta SK Sesma Nomor
27101 /SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-
2029

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

: L

dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penetapan Revisi Ke-2
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025-
2029;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung:

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045;

4. Peraturan...




4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 (entang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

7. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan:

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

9, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun
2025-2029;

11.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
167/KMA/SK.RA1.3/1X/2025 Tentang Rencana Strategis
Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029:

12.Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
27101 /SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 2025-2029.

Memutuskan...




MENETAPKAN:

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TENTANG PENETAPAN REVISI KE-2 RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2025-2029

Menetapkan Revisi Ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Bandung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini;

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan
dan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi

Bandung;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal :25 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, [,
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan, puji syukur kehadirat kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis
(RENSTRA) Tahun 2025-2028. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Pengadilan Tinggi Bandung berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung
Tahun  2025-2029, sebagaimana tertuang dalam SK KMA  Nomor
167/KMA/SK.RA1.3/1X/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun
2025-2029, serta SK Sesma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Bandung merupakan dokumen
perencanaan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi
Bandung dalam jangka waktu selama lima tahun, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029.

Renstra 2025-2029 merupakan arah dan kerangka pembaharuan Lembaga
peradilan yang independent, transparan, akuntable, modern dan berorientasi pelayanan
publik, seluruh Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Mitigasi Resiko
dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan manda Renstra Mahkamah
Agung serta Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding, sekaligu
smenjawab tantangan dan dinamika social hukum yang terus berkembang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Renstra ini,

Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bandung.

G, 25 FEBRUARI 2026 z
ILAN TINGGI BANDUNG, 7 922
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PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebelum Pengadilan Tinggi Bandung di bentuk adalah merupakan wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung,
maka Pengadilan Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Barat
termasuk wilayah Banten, kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan
Tinggi Banten yang meliputi wilayah Provinsi Banten.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung yang Secara administratif berada
pada wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten
yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka,
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat
dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota
Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri
dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

Table 1. Luas Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat

| o LUAS | JUMLAH
NO. KABUPATEN/KOTA PEMERINTAHAN WILAYAH PENDUDUK | KECAMATAN
(KM2) (JIWA)
1 | Kabupaten Bandung Soreang 1.767,96 3.623.790 | 31
"2 | Kabupaten Bandung Barat = Ngamprah 1.305,77 1788336 | 16
'3 | Kabupaten Bekasi 'Cikarang | 122488 31130711 23
4 | Kabupaten Bogor ' Cibinong 271062  5.427.068 40
5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis T 11aa71| 1229069 27
6 | Kabupaten Cianjr | Cianjur 3840,16 2477560 32
7 | Kabupaten Cirebon Sumber o 984,52 | 2.270.621"‘ 40
8 | Kabupaten Garut Tarogong Kidul | 3.074,07 2585607 | 42
9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu 17204041 1834434 | s
10 | Kabupaten Karawang | Karawang 165220 2439085 30
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o LUAS | JUMLAH
NO. KABUPATEN/KOTA PEMERINTAHAN WILAYAH PENDUDUK | KECAMATAN
(KM2) (JIWA)
11 | Kabupaten Kuningan ' Kuningan 1.110,56  1.167.686 32
12 | Kabupalen Majalengka "Majalengka 120424 1.305.476 26
13 | Kabupaten Pangandaran | Parigi 1.010,00 423.667 10
14 | Kabupalen Purwakarta | Purwakarla 82574 |  997.869 17
15  Kabupaten Subang ' Subang 189395  1.595.320 30
16 | Kabupaten Sukabumi “Palabuhanratu 414570 | 2.725450 47
| 17 | Kabupaten Sumedang | Sumedang 151833 |  1.152.507 26
18 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna 2.551,19 | 1.865.203 39
19 | Kota Bandung . 167,67 | 2.444.160 30
20 | Kota Banjar o E | 11349 200973 | ;
21 | KotaBekasi E 20661 2543676 12
22 | Kota Bogor : 1185 1043070 6 |
23 | Kota Cimahi = 3927 568.700 | o
24 KotaCiebon |- | aas 338303 5|
25 | Kota Depok = 200,29 2.056.335 mn |
26 | Kota Sukabumi [ 4825 336325 - B
27 TKota Tasikmalaya l 17161 716155 10 |
Table 2. Satuan Kerja Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung
NG NARA PENGADILAN SATUANKERIA| HUKUM | PENGADIAN
1 | Pengadilan Negeri Bandung Kota Bandung Kota Bandung IA Khusus
2  Pengadilan Negeri Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi " IAKhusus
I D '!'Kabtjpaleh _ ]
_ | Bandung.
3 g:zgﬁg;a" Negeri Bale ;:g:ﬁz:;" Kota Cimahi. IA
' Kabupaten ;
Bandung Barat. |
4 | Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor !B(glg]gﬁalen % 1A
5 | Pengadilan Negeri Depok Kota Depok Kota Depok. 1 A
6 | Pengadilan Negeri Sumber éiarg;g’:ten Ezzgzzten 1A
7 | Pengadilan Negeri Indramayu | zzbr:ﬁf::g ::‘?1?:&&:53 IA
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NO NAMA PENGADILAN LOKASI WILAYAH KELAS
SATUAN KERJA HUKUM PENGADILAN
|' i Kota Tasikmalaya
8 Pengadilan Negeri Tasikmalaya | T:s?kmalaya e 1A
Tasikmalaya '
9  Pengadilan Negeri Bogor Kota Bogor Kota Bogor IA
10  Pengadilan Negeri Cianjur g?at::;g?len g?al:“‘i'gf“e" IB
11 | Pengadilan Negeri Cirebon Kota Cirebon | Kota Cirebon B
' 12 | Pengadilan Negeri Purwakarta gﬁﬁ:ﬁ:;?{; Eﬁ%::;?; IB
13 Pengadilan Negeri Karawang E::’:ﬁ::;“ ﬁ::’:ﬁ::;" B
14 | Pengadilan Negeri Sukabumi | Kota Sukabumi | Kota Sukabumi | B
15 Pengadilan Negeri Cibadak gﬂg:ﬁi,tﬁi" gﬁ::gﬁ::? B
16  Pengadilan Negeri Garut | Kabupaten Garut | Kabupaten Garut I B
' ‘ Kabupaten
} Ciamis 1
17 Pengadilan Negeri Ciamis ;' Kabupalen —=t———— B
| Ciamis Kabupaten '
| Pangandaran
18 Pengadilan Negeri Sumedang gﬂ:_‘uepda;ﬁ; gzsnuepdas:ﬁ; B
| : , - | Kabupaten | Kabupaten
19 Pengadilan Negeri Suban IB
g 9 9 | Subang Subang
20 Pengadilan Negeri Cikarang gggggiaten g::;:g?len B
21 | Pengadilan Negeri Majalengka KMZ?;’.‘éiLek"a az?:lgﬁg":‘a 1
22 | Pengadilan Negeri Kuningan :ﬁi"n"g‘?gﬁ“ Eﬂgfﬂg";ﬁ" 1
23 Pengadilan Negeri Banjar g?ab:::osalen \ Kota Banjar Il
N ! I

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Tinggi Bandung selaku kawal depan Mahkamah Agung RI
bertugas menyelenggarakan administrasi Pengadilan, dimana oleh undang-
undang dibedakan oleh 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan
administrasi umum.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, terbentuklah personil di
Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7
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Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Umum dan Kuangan, Kepala
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Panitera Muda Perdata, Pidana, Hukum
dan Tipikor, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub
Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga, Pejabat Fungsional Tertentu serta Pegawai/Staf ASN dan PPPK.

KETUA

|

WAMIL KETLA

O SV AN SH MM

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung dan seluruh satuan kerja di bawahnya
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pengadilan
Tinggi Bandung memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili
yaitu memeriksa dan mengadili perkara — perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Tinggi,

2. Fungsi Pembinaan
yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis
yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan,

keuangan dan kepegawaian;
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3.

Fungsi Pengawasan

yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim,

panitera, panitera pengganti, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya

serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarmya dan terhadap
pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum:;

Fungsi Nasehat

yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada

instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

Fungsi Administrasi

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian

serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan

dan administrasi Peradilan.

* Pengadilan Tinggi Bandung adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman
pada Peradilan Umum Tingkat Banding, yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan
perundang-undangan,

* Pengadilan Tinggi Bandung bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
sesuai dengan kewenangannya di tingkat banding.

» Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Bandung diserahi
tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain
dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Bandung apabila diminta.

= Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum,
dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang
sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Berikut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Bandung:
 Pengadilan Tinggi Bandung dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh
seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas
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terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra
dan wibawa Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan
Tinggi Bandung wajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill),
yang melipuli pembuatan rencana kerja (planning), mengatur
pelaksanaannya (organizing), menggerakkan (actuating) dan mengawasi
pelaksanaannya (controlling).

Pengadilan Tinggi Bandung wajib menguasai dan memahami dengan baik
seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis Yudisial dan unit administrasi, baik
administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain
yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada
dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu
menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan
keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja,
disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga
Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara
mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun
internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan ltidak menganggu
pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi
bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat
ketauladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan
perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak
menyimpang dari jalurnya.

Walaupun  Pimpinan  Pengadilan  bertanggung jawab  atas
terselenggaranya peradilan dengan balk dan menjaga terpeliharanya citra
dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa
didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural
dan pejabat peradilan lainnya.

Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit
struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni:
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun

pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan dan

Pengadilan Tinggi Bandung :




Kepegawaian, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan T, Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran, Kepala
Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Pelaporan.

Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta
bekerja sama dengan baik.

Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam
rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama
pejabat/petugas yang bersangkutan.

Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan rutin. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya
sekali dalam sebulan dengan para Hakim Tinggi serta pejabat struktural,
dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang
penting.

Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperiukan, balk bagi para Hakim
Tinggi maupun seluruh pegawai.

Menugaskan Hakim Tinggi untuk membina dan mengawasi Pengadilan
Negeri.

Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian
untuk kepentingan pengusulan peningkatan jabatan.

Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada
Mahkamah Agung.

Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwasetiap
perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 3 bulan dan
mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim Tinggi.
Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih
generasi.

Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, Ikahi,
Ipaspi.

Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum
dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan
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keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi
Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

e Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan
menanggapinya bila dipandang perlu.

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua selain melaksanakan hal-hal yang telah
diuraikan diatas, maka Pimpinan, para Hakim Tinggi dan pejabat Kepaniteraan
serta Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas (job description) masing-
masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi sebagai
penanggung jawab dan pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang
diberikan kepadanya sebagaimana yang akan diuraikan dalam butir-butir
berikut:

1. Pembagian Tugas dan Wewenang Antara Ketua dan Wakil Ketua
Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka Wakil Ketua
bertugas sebagai berikut:

a) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b) Mewakili Ketua bila berhalangan.

c) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.

d) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan
tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan
yang berlaku serta

e) melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

2. Tugas Hakim Tinggi

a) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja
jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.

b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati
apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai
penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, Tipikor,
Pengadilan Hubungan Industrial dan bagian Kesekretariatan serta
pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

c) Melakukan pengawasan kepada pengadilan negeri sebagaimana
ditugaskan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi.
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3.

Tugas Pejabat Kepaniteraan
PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Panitera Pengadilan Tinggi

menyelenggarakan fungsi:

; 8
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Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data
perkara, dan transparansi perkara;

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
kepaniteraan;

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan
Tinggi.

PANITERA MUDA
Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

1.

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara banding;

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara gugatan dan permohonan;

Pelaksanaan registrasi perkara banding;

Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi:
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10.

7.
12.

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan
Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi:

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi:

Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta
berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum:;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

N

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara banding;

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara pidana,

Pelaksanaan registrasi perkara banding;

Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan
Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman
penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan
penangguhan penahanan;

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi;

Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta
berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

Pengadilan Tinggi Bandung




10.

1.
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13.

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Khusus Tipikor menyelenggarakan fungsi:

¢

9.

10.

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara khusus tipikor;

Pelaksanaan registrasi perkara khusus tipikor;

Pelaksanaan distribusi perkara khusus tipikor yang telah diregister
untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan
Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
Tinggi;

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan
penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan
penahanan bagi perkara bidang pidana khusus tipikor;
Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi;

Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta
berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1.

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data
perkara;

Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara,
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4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip
perkara;

5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan
berkas perkara;

6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan
yang berkaitan dengan transparansi perkara,

7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan
masyarakat;dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara perdata,

pidana dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan

tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

TUGAS PEJABAT KESEKRETARIATAN : SEKRETARIS
Sekretaris Pengadilan Tinggi menjalankan fungsi:

o th o W@ o

Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran,
Pelaksanaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan urusan keuangan;

Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan,dan
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

;

Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan
program dan anggaran;

Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan  kenaikan pangkat,
pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun
serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan
fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta

penyusunan laporan kepegawaian;
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3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi
organisasi dan tata laksana;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika
dan statistik;dan

5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi,
dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri atas:

1. Subbagian Rencana Progam dan Anggaran;
Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan
anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan,
evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

2. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi
dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik
pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

3. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan;
b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung,

sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan

C. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;
d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan,

akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara
serta pelaporan Kkeuangan, dan Penyiapan bahan
pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan

4. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana
dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan,

keprotokolan dan hubungan masyarakat.
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2. Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan,
perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang
milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan

pemantauan, serta penyusunan laporan.

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung.

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi
anggaran pada pada Pengadilan Tinggi Bandung dalam lima tahun terakhir,
berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir tahun anggaran 2020 sampai
dengan 2024 baik pada pagu pagu Badan Urusan Administrasi (01) dan Teknis
Badilum (03).

Table 3. Pagu Anggaran dan Realisasi DIPA 01 (BUA)

No | Tahun Anggaran Pagu Awal Pagu Akhir | Realisasi B
*. Tahun 2020 Rp. 39.752.991.000,- | Rp. 41.516.539.000.- | Rp. 41.168.489.202.-
Z Tahun 2021 Rp. 41.259.063.000- | Rp. 44.854.042.000.- Rp. 44.396.399.047 -
3. Tahun 2022 Rp. 43.066.986.000.- = Rp. 43.964.860.000.- Rp. 43.683.225.142 -
4, Tahun 2023 Rp. 41.349.930.000,- | Rp. 38.934.095.000- | Rp. 38.747.615497 - |
b Tahun 2024 Rp. 42.718.258.000-  Rp. 44.743.258 000.- Rp. 44 411.087.550.- |

Table 4. Pagu Anggaran Dan Realisasi DIPA 03 (Badilum)

No | Tahun Anggaran Pagu Awal Pagu Akhir Realisasi

1 Tahun 2020 565.500.000.- Rp. 429 250.000,- Rp. 424.221.804,-
2 Tahun 2021 _ 563.900.000.- | Rp 889.991.000 Rp. 870.907.230.

3. Tahun 2022 588.300.000.- Rp. 888.300.000.- Rp. B82.570.485 -

4, Tahun 2023 457.280.000.- Rp. 547.307.000.- Rp. 543.464.610.- |
8 Tahun 2024 " 485.860.000 - Rp.555860000.- | Rp. 554776351 |

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan
Tinggi Bandung mengalamin sekumlah penyesuaian, sebagaimana kebijakan
pemerintah pusat serta internal Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.1.3. Keadaan Perkara

Pengadilan Tinggi Bandung sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah
Mahkamah Agung RI dan sebagai kawal depan (Voorpost) di wilayah hukumnya
yang mempunyai tugas menangani perkara, pada kurun waktu tahun 2020-2024
Pengadilan Tinggi Bandung telah menerima, memeriksa, dan memultus perkara
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sebanyak kurang lebih sebanyak 6417 perkara yang terdiri dari Perkara Perdata,
Perkara Pidana, Perkara Pidana Anak, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Table 5. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2020-2024

_No Tahun Perdata Pidana Pidana Anak Tipikor
1. | Tahun 2020 726 418 29 29
2 | Tahun2021 | 703 | 449 | 42 2 |
3. | Tahun2022 | 779 424 |88 | 21
. 4 | Tahun2023 | 807 | 434 | 67 | 24
| 5. | Tahun 2024 825 474 | 8 | 51|

1.1.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Bandung
pada periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan manda dan tanggung
jawab serta menjawab ekspetasi publik, evaluasi terhadap target kineja yang
ditetapkan sehingga dalam periode 2025-2029 dapat menjadi bahan rumusan agar
target kinerja menjadi lebih Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time
Bound

Table 6. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2020 - 2024

NO  SASARAN INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024
Terwujudnya 1. Persentase perkarayang 100% 100% 100%  100%  100%
proses diselesaikan tepat
peradilan waktu;
yang pasti, - Perkara Perdata,
transparan Perkara Pidana, dan
dan Perkara Tipikor
akuntabel 2. Persentase perkarayang 88,95% 101,69% 108,57% 103% 100.47%

tidak mengajukan upaya
hukum kasasi;

- Perkara Perdata,
Perkara Pidana, dan
Perkara Tipikor
3. Index Responden 95,98% 100,73% 105,16% 110% 110.55%
Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tingkat
Banding;

94,98% 100,81% 104,58% 104% 103.67%
Peningkatan Persentase Salinan putusan 100% 100% 104% 104% 104.16%
Efektivitas yang dikirim ke Pengadilan
Pengelolaan  Pengaju tepat waktu;
Penyelesaian
Perkara
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= Pe;it;;a_ Pe}data,
Perkara Pidana, dan
Perkara Tipikor

100%  100%  104.2% 104% 104.16%

© RATA-RATA CAPAIAN SELURUH SASARAN
ok 97,49% 100,41% 104.39% 104% 103.92%

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung menunjukkan adanya
perkembangan meskipun masih terdapat beberapa indikator pada tahun-tahun awal
yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra, sehingga perlu
dilakukannya Reviu untuk menyesuaikan keadaan. Reviu ini hendaknya dilakukan
berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali agar menyesuaikan dengan kondisi terbaru,
sehingga dapat meningkatkan kinerja pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Capaian Kinerja ini selalu dipantau secara berkala melalui :

1. Moniotiring dan evaluai melalui aplikasi E-Cakra (elektronik Capaian Kinerja)
dimana setiap sasaran dan indikator dapat di lakukan pemantauan secara
realtime, sehingga pimpinan dapat melakukan Analisa dan tindaklanjut secara
cepat jika ditemukan perkembangan data secara anomali.

2. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat bulanan pada semua bagian
organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian tersebut dan apakah perlu
dilakukan reviu terhadap capaian tersebut.

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja juga disampaikan kedalam SMART

Bappenas setiap bulan, triwulan dan semesteran.

Pada sasaran strategis periode 2020-2024, sasaran kinerja dan indikator kinerja
lebih berfokus pada pelaksanaan teknis peradilan dimana dari 4 indikator kinerja 3
indikator diantaranya berfokus pada penyelesaian perkara, perkara banding dan
penginman putusan, terdapat 1 indikator berkaitan dengan survei kepuasan
pengguna layanan peradilan, pada periode 2025-2029 Mahkamah Agung RI
melakukan pendekatan pada sasaran strategis dimana tidak hanya berfokus pada
teknis peradilan namun juga menambahkan sasaran kinerja dan indikator kinerja yang
berkaitan dengan pelaksanaan kinerja non teknis (kesekretariatan) dan berbasikan
kepada hasil.

Dengan pendekatan yang lebih berbasis kepada hasil, pengukuran produktivitas
akan lebih akurat dalam mencerminkan kinerja organisasi dan mendukung
transformasi aparatur peradilan yang adaptif, professional dan berorientasi pada
pelayanan publik.
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Capaian kinerja hasil penilaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl sebagai
berikut:

Table 7. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai
Tahun Angka Kategori _KMQm
Nomor Surat:

2021 70,25 BB (Sangat Baik) | 1169/BP/O1.01.2/10/2022
tanggal 31 Oktober 2022
Nomor Surat:

2022 73,00 BB (Sangat Baik) | 1486/BP/PW1.1.1/IX/2023 tanggal
29 September 2023
Nomor Surat:

2023 73,35 BB (Sangat Baik) | 1195/BP/PW1.1.1/X/2024, tanggal
03 Oktober 2023
3669/BP/PW1.1.1/1X/2025,

2024 75.75 BB (Sangat Baik) | tanaggal 8 September 2025

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi
a. Penyelesaian Perkara

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara dalam rentang
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan untuk tingat banding dan penyelesaian
perkara dalam rentang waktu paling lambat 5 (lima) bulan pada pengadilan
tingkat pertama, persentase pelaksanaan penyelesian perkara pada
Pengadilan Tinggi Bandung sangat tinggi rata-rata di bawah 3 (tiga) bulan, serta
pelaksanaan monitoring dan evaluai secara intensif baik dari unsur pimpinan,
hakim majelis serta Kepaniteraan.

b. Administrasi Perkara.
Pada pengadilan tinggi administrasi perara sudah menggunakan teknologi
informasi baik perkara perdata, perkara pindana dan tindak pindana korupsi,
pelasanaan administrasi perkara tersebut dilaksanakan menggunakan e-court
dan e-berpadu

c. Teknologi Informasi.
Pengadilan Tinggi Bandung selalu terus melakukan inovasi guna
memaksimalkan pelayanan baik pada aspek teknis dan non teknis.

d. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan
Melalui SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/111/2025
tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara
Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri telah
terstandarisasi.

e. Pengawasan, monitoring dan evaluasi
Fungsi pengawasan pada pengadilan tinggi bandung meliputi pengawasan
internal yaitu pengawasan melekat, pengawasan bidang dan pengawasan
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khusus pada aspek-aspek kinerja terntentu seperti pengawasan terhadap
pelaksanaan delegasi dan pengawasan yang bersifat eksternal adalah
pengawasan daerah yang dilaksanakan secara rutin/regular.

Selain fungsi pengawasan pada umumnya pengadilan tinggi bandung
melakukan monitoring dan evaluasi pada keseluruhan kinerja organisasi.

1.2.2. Kelemahan
a. Anggaran
Alokasi anggaran guna pelaksanaan kegiatan teknis dan non teknis seringkali

tidak sesuai dengan Baseline juga adanya blokir yang mana blokir tersebut
langsung dilakukan.

b. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan jumliah dan sebaran kompetensi Sumberdaya Manusia SDM
yang tidak merata sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi,
minimnya peningkatan kompetensi bagi ASN sehingga memeriukan diklat dan
bimbingan teknis bagi para ASN Pengadilan.

c. Sarana Prasanara
Sarana dan prasanara penunjang terutama pada teknis perkara sudah tidak
sesuai dengan tuntutan zaman dimana sarana prasarana seperti computer dan
printer perlu dilakukan pergantian mengingat secara langsung dan tidak
langsung akan sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara.

d. Standar Operasional Kesekretariatan
Sampai saat ini, standart operasional kesekretarian belum memiliki SOP yang
ditetapkan secara terpusat sehingga saat ini terdapat ketidak seragaman
SOP bagi Kesekretariatan pengadilan baik Pengadilan Tinggi dan pengadilan
Negeri.

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Bandung
melalui SWOT :

1. Penyelesaian Perkara -
[ POTENSI DAN PERMASALAHAN

~ KEKUATAN | KELEMAHAN | PELUANG | TANTANGAN

' Kepatuhan Regulasi  Beban Kerja Peningkatan Kompleksitas
yang Tinggi: Instansi | Tinggi: | Kepercayaan | Perkara:
telah sepenuhnya Kecepatan yang | Publik: Adanya
mengimplementasikan | sangat tinggi (di Kecepatan perkara-
standar waktu sesuai = bawah 3 bulan) penyelesaian perkara
SEMA No. 2 Tahun dapat berpotensi | perkara secara | tertentu yang
2014. - menimbulkan langsung memiliki

kelelahan ' meningkatkan | kerumitan

Efisiensi Waktu Luar | (burnout) pada kepuasan ' tinggi yang

| Biasa: Capaian rata- SDM jika jumlah  masyarakat secara objektif
rata penyelesaian . perkara terus | terhadap membutuhkan
perkara di Pengadilan | meningkat. kepastian waktu lebih

' Tinggi Bandung hukum di | lama, sehingga
berada di bawah ' Ketergantungan  wilayah Jawa berisiko

_target 3 bulan, yang | pada ~ Barat. | menurunkan
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" menunjukkan ' Pengawasan

| _ | | rata-rata
- performa di atas Internal: | statistik
standar minimal. | Keberlanjutan | | penyelesaian
performa sangat |
Sistem Pengawasan bergantung pada |
Terpadu: Adanya - intensitas Monev
monitoring dan - pimpinan; jika
evaluasi (Monev) ' pengawasan |
yang intensif dan ' mengendur, ada '
kolaboratif antara risiko penurunan
unsur Pimpinan, kecepatan.
Hakim Majelis, hingga |
jajaran Kepaniteraan.
Komitmen Kolektif:
Kedisiplinan seluruh
elemen organisasi
dalam menjaga ritme |
kerja sehingga ’
' persentase ' i
' penyelesaian perkara !
tetap tinggi.
2. Administrasi Perkara. .
| POTENSI DAN PERMASALAHAN
.~ KEKUATAN | KELEMAHAN PELUANG TANTANGAN
- Modernisasi Ketergantungan | Paperless Keamanan
- Sistem: Infrastruktur: Office: Peluang | Siber (Cyber
Penggunaan Kelancaran besar untuk Security): Risiko
teknologi informasi | administrasi mereduksi peretasan,
dalam administrasi | sangat penggunaan kebocoran data
perkara (Perdata, bergantung pada | kerlas secara perkara sensitif,
Pidana, dan stabilitas signifikan, yang atau serangan
Tipikor) jaringan internet berdampak pada | malware yang
- menunjukkan dan performa efisiensi dapat
kesiapan instansi server pusat anggaran melumpuhkan
menuju peradilan (Mahkamah pengadaan dan akses layanan
modern yang Agung). ruang administrasi.
berbasis digital. penyimpanan
Kesenjangan arsip. Kendala
 Efisiensi Kompetensi Eksternal
- Administrasi: Digital: Risiko Penyajian Data Pengguna
Digitalisasi adanya Cepat: Layanan: Tidak
mengurangi perbedaan Kemudahan semua pencari
birokrasi manual, tingkat literasi dalam menarik keadilan atau
- mempercepat digital di antara data statistik advokat di
proses registrasi, petugas perkara secara berbagai daerah
dan memudahkan administrasi atau | akurat untuk memiliki akses
- pendistribusian hakim senior kebutuhan internet yang
dokumen perkara yang mungkin laporan mumpuni untuk
. secara real-time. masih dalam pimpinan | menggunakan

RO S W
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tahap adaptasi maupun fitur e-court
 Transparansi & dari sistem kepentingan secara
- Akuntabilitas: manual ke publik. maksimal.
- Sistem elektronik digital.
meminimalkan Kolaborasi
interaksi fisik yang | Beban Antar-
tidak periu, Pemeliharaan Lembaga:
sehingga Data: Melalui e-
- meningkatkan Memerlukan berpadu,
integritas proses | ketelitian ekstra peluang
administrasi. dalam input data | koordinasi
manual ke dengan instansi
sistem digital penegak hukum
untuk lain (Kepolisian,
menghindari Kejaksaan,
human error Lapas) menjadi
yang berakibat lebih sinkron dan
pada cepat.
ketidaksinkronan i
dokumen.. L J
3. Teknologi Informasi.
e Shga sl POTENSI DAN PERMASALAHAN L NER
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG TANTANGAN
Budaya Inovasi Risiko Role Model Resistensi
' yang Fragmentasi Peradilan Terhadap ;
' Berkelanjutan: Inovasi: Terlalu | Modern: Perubahan:
Adanya komitmen banyak inovasi | Dengan inovasi Inovasi yang
manajemen untuk | yang dilakukan | yang progresif, terlalu cepat
"selalu terus secara ' Pengadilan terkadang
melakukan bersamaan di | Tinggi Bandung menghadapi
inovasi” berbagai aspek | berpeluang penolakan dari
menunjukkan berpotensi ' menjadi pilot pihak internal !
bahwa inovasi membuat - project atau maupun
bukan sekadar sumber daya ' percontohan eksternal yang
proyek sesaat, (anggaran dan ' bagi pengadilan sudah nyaman
- melainkan bagian tenaga) tinggi lain di dengan cara-
dari budaya kerja terpecah, Indonesia dalam | cara
organisasi. sehingga hal transformasi konvensional.
hasilnya kurang layanan.
Cakupan mendalam. Kecepatan
. Komprehensif: - Pemanfaatan Regulasi:
Inovasi menyasar Kurangnya ' Teknologi Adanya
' dua pilar utama Standardisasi: Terbarukan: kemungkinan
sekaligus, yaitu Inovasi yang | Terbukanya inovasi yang
aspek teknis lerus-menerus | peluang untuk diciptakan :
(terkait proses dilakukan - mengadopsi terbentur dengan |
' persidangan dan memeriukan ‘ teknologi terbaru | aturan hukum

_hukum) serta

_dokumentasi dan

| (seperti Al atau
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' aspek non-teknis

(terkait pelayanan
publik, SDM, dan

sarana prasarana).

Orientasi pada
Pelayanan: Fokus
utama inovasi
diarahkan untuk
"memaksimalkan
pelayanan,” yang
menunjukkan pola

. pikir organisasi
| yang berorientasi

pada kepuasan
masyarakat
(customer-centric).

SOP yang kuat
agar tidak terjadi
kebingungan
operasional saat
terjadi
pergantian
personel atau
pimpinan.

lr sistem

otomatisasi
| layanan) guna
| mendukung
- aspek teknis dan
' non-teknis agar

i lebih efisien.

- Meningkatkan
Indeks Persepsi

- Korupsi (IPK):

Inovasi di sisi

| pelayanan

 biasanya
menutup celah
pungl, yang

' secara otomatis

- akan

' meningkatkan

' nilai integritas
instansi di mata

 publik

pusat yang lebih
tinggi yang
belum
mengakomodasi
perubahan
tersebut.

Keberlanjutan
(Sustainability):
Tantangan untuk
memastikan
bahwa inovasi
yang diciptakan
tetap relevan
dan terpelihara
dalam jangka
panjang, bukan
sekadar untuk
mengejar
penghargaan
formal.

4. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan

POTENSI DAN PERMASALAHAN

~ KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG TANTANGAN
Legalitas dan Kurva Adaptasi: Peningkatan Dinamika

- Standardisasi Setiap pembaruan | Kualitas Audit Regulasi yang
yang Jelas: SOP memerlukan | dan Cepat: Jika
Memiliki landasan | waktu bagi ' Pengawasan: terjadi
hukum yang kuat aparatur untuk | Standar yang perubahan

- melalui SK Dirjen | memahami dan  jelas kebijakan di
Badilum terbaru menginternalisasi memudahkan tingkat
tahun 2025, aturan baru, yang | tim auditinternal | Mahkamah
sehingga tidak berpotensi maupun Agung atau
ada lagi keraguan | menyebabkan - eksternal untuk perubahan
prosedur di perlambatan melakukan Undang-Undang
tingkat sementara pada penilaian kinerja | secara
Pengadilan Tinggi | masa transisi. dan kepatuhan mendadak, SOP
maupun Negeri. secara objektif. | yang baru

Kekakuan i ditetapkan ini

Keseragaman Prosedur: SOP Transformasi bisa cepat

' Layanan: yang terlalu kaku Digital yang menjadi tidak

' Dengan adanya terkadang sulit Selaras: SOP relevan.
SOP yang diimplementasikan | terbaru ini dapat
terstandarisasi, pada kasus-kasus | dijadikan acuan Ketidakpatuhan
kualitas khusus yang - dalam Pelaksana:

' penanganan memeriukan pengembangan Adanya
perkara dan diskresi atau atau pembaruan | ancaman
layanan penyesuaian di fitur pada resistensi dari

| pengadilan lapangan tanpa aplikasi sistem oknum yang

' menjadi seragam | melanggar aturan. | informasi
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